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PUTUSAN
Nomor 739 K/Pid.Sus/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan
oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, telah memutus

perkara Terdakwa :

Nama :ADlI ARIANTO alias ADI bin
KAMARUDDIN;

Tempat Lahir : Lombang-lombang;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/4 November 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Bambu Desa Tadui Kecamatan

Mamuju Kabupaten Mamuiju;
Agama s slam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan sekarang;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Mamuju karena didakwa dengan dakwaan :
Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)
juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
Dakwaan Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP;
Atau

Dakwaan Ketiga: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-
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Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Mamuju tanggal 14 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Arianto alias Adi bin Kamaruddin
bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan
jahat membeli narkotika golongan I” melanggar Pasal 114 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Adi Arianto alias
Adi bin Kamaruddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5
(lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan dan
penahanan sementara, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan
ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung lipat type GT-E1272 Warna Hitam

Nomor IMEI 356805072813902 dan Nomor Panggil 082293254448;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor
154/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 6 September 2018 yang amar
lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Arianto alias Adi bin Kamaruddin
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana: “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan | Bukan Tanaman

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara
selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda
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Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar

diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Lipat type GT-E1272 warna hitam,
Nomor IMEI  356805072813902 dengan nomor panggil
082293254448;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor
526/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 15 November 2018 yang amar
lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 154/Pid.Sus/
2018/PN.Mam tanggal 6 September 2018, sekedar mengenai pidana
yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Arianto alias Adi bin Kamaruddin terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan | Bukan Tanaman ”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara
selama: 2 (dua) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus
juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
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- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Lipat type GT-E1272 warna
hitam, Nomor IMEI 356805072813902 dengan nomor panggil
082293254448 ;

- Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
untuk kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 154/Akta Pid.Sus/
2018/PN Mam tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10
Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2018 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju sebagai Pemohon Kasasi, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 10
Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Mamuju pada tanggal 28 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2018 serta
memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mamuju pada tanggal 10 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan
kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat
dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai
berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena
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putusan Judex Facti/lPengadilan Tinggi yang mengubah putusan Judex
Facti/lPengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak
menguasai Narkotika Golongan | bukan tanaman”, tidak salah dan telah
menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara
mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

- Bahwa Judex Facti juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang
relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum
yang terungkap di muka persidangan, sehingga perbuatan materiil
Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif
kedua, namun ternyata perbuatan Terdakwa membeli shabu dengan
menggunakan uang Jufri dan mengambilnya sedilkit untuk digunakan
bagi dirinya sendiri serta barang bukti dalam perkara aquo sangat
sedikit hanya seberat netto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;

- Bahwa namun demikian pula putusan Judex Facti/lPengadilan Tinggi
yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan Judex
Facti/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara
selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan
ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan dengan
penjara selama 3 (tiga) bulan. Demi penegakan hukum yang
bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat
dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana sejenis yang
terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwaan Penuntut
Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan putusan Judex
Facti/lPengadilan Tinggi beralasan hukum diperbaiki mengenai
kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan
sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

- Bahwa alasan permohonan kasasi selebihnya berkenaan dengan
penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada
pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya
berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau

peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah
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cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,
dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan
ternyata pula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi
tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi
Makassar Nomor 526/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 15 November 2018
yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 154/Pid.Sus/
2018/PN Mam tanggal 6 September 2018 harus diperbaiki mengenai
kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa serta meniadakan denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor
526/PID.SUS/2018/PT MKS tanggal 15 November 2018 yang
mengubah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 154/Pid.Sus/
2018/PN Mam tanggal 6 September 2018 mengenai kualifikasi tindak
pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta

meniadakan denda menjadi:
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- Menyatakan Terdakwa ADI ARIANTO alias ADI bin
KAMARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I
Bagi Diri Sendiri”;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI ARIANTO alias ADI
bin KAMARUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama
2 (dua) tahun;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan
Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Maijelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H.
Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri
Hakim-Hakim Anggota serta Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.
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Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai
Hakim Anggota Il telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20
September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis,
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Eddy
Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 18 Mei 2020
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
ttd
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002
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